BAB YV

PENUTUP
A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kurator dalam
proses kepailitan memiliki tanggung jawab hukum yang melekat sejak tahap
pengurusan hingga pemberesan harta pailit. Pertanggungjawaban tersebut tidak
hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup tanggung jawab perdata dan
pidana apabila kurator dalam menjalankan kewenangannya terbukti melanggar
ketentuan peraturan perundang-undangan, bertindak tidak profesional, atau
menyalahgunakan wewenang. Oleh karena itu, kedudukan kurator sebagai
pejabat yang ditunjuk pengadilan menuntut pelaksanaan tugas yang cermat,
transparan, dan sesuai dengan asas kepastian hukum serta keadilan bagi para

pihak yang berkepentingan.

Selanjutnya, hasil pembahasan menunjukkan bahwa prinsip independen
dan integritas merupakan landasan utama dalam pelaksanaan tugas kurator.
Independen kurator harus diwujudkan melalui sikap tidak memihak dan bebas
dari konflik kepentingan, sedangkan integritas tercermin dari konsistensi
kurator dalam menaati norma hukum dan etika profesi. Keterkaitan antara
independen dan integritas tersebut menjadi faktor penentu dalam menjamin
objektivitas kurator serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam
pengurusan dan pemberesan harta pailit, sehingga tujuan hukum kepailitan
untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dapat tercapai secara

optimal.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang tanggung jawab kurator dalam
memproses kepailitan dengan prinsip independen, penulis merasa perlu adanya
peningkatan di bidang regulasi, praktik, dan pengawasan agar peran kurator bisa
berjalan dengan baik. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sudah
memberikan kerangka hukum yang jelas tentang tugas dan kewenangan kurator,
tetapi dalam praktiknya masih ada ruang untuk diperbaiki, terutama dalam
menetapkan batasan yang lebih jelas mengenai tanggung jawab kurator. Oleh
karena itu, pembuat undang-undang diharapkan melakukan evaluasi dan
perbaikan regulasi agar perbedaan antara tanggung jawab profesional kurator
dan tanggung jawab pribadi menjadi jelas, sehingga tidak menimbulkan

penafsiran yang berbeda dalam penerapan hukum.

Selain itu, diperlukan penguatan pengawasan terhadap tugas kurator,
tetapi tanpa mengurangi independennya. Peran hakim pengawas sebaiknya tidak
hanya formal, tetapi juga substansial, terutama dalam mengawasi tindakan
strategis kurator seperti pemberesan atau penjualan harta pailit. Pengawasan
yang baik diharapkan bisa melindungi para pihak dan mencegah potensi
penyalahgunaan wewenang oleh kurator. Dari sisi profesinya, kurator
diharapkan terus meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam
menjalankan tugasnya. Independen kurator tidak hanya bergantung pada aturan
hukum, tetapi juga pada kesadaran etis dan tanggung jawab moral kurator

sebagai profesi yang dipercaya mengelola kepentingan banyak pihak.
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Bagi aparat penegak hukum, diperlukan pemahaman yang lebih tepat
mengenai tugas dan wewenang kurator dalam kepailitan. Penegakan hukum
terhadap kurator harus dilakukan dengan hati-hati, mempertimbangkan
kepailitan sebagai proses hukum perdata yang kompleks. Hal ini penting agar
kurator yang bekerja sesuai prosedur dan dengan niat baik tidak dikriminalisasi,
sekaligus tetap menegakkan hukum secara tegas terhadap kurator yang benar-

benar melanggar aturan.

Bagi peneliti berikutnya, disarankan melakukan penelitian yang lebih
dalam mengenai tanggung jawab kurator, dengan memperluas objek dan metode
penelitian, seperti dengan studi perbandingan sistem kepailitan di negara lain
atau menganalisis putusan pengadilan terkait sengketa tanggung jawab kurator.
Penelitian lanjutan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih
luas dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kepailitan

dan profesi kurator di Indonesia.
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